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NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
USAHA PERHEEUH&H
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL KU ANTAN SINGINGE,

behwa kesnekaragaman sumbar daya alam nabati di Kabupaten Kuzntan
Singingi periu dikeldla secara lestar, selaras, semasi, seimbang dan
berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besamya  bagi
kegajahtaraan masyarakatl ;

batwwa pangeiolaan sumber daya alam  nabati, perlu  diupayakan
pengambanganmya melalui usaha perkebunan secara tepady dan tangguh
dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerje kepada Pelaku usaha
pefkabunan serta tarthinanya kelastarian sumber daya alam dan lingkungan ;
bahwa berdasarkan partimbangan huruf 3 dan b di atas. dibenhsc Peraturan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Usaha Perkebunan,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrara ( Lembaran Megara Tehun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Momor 2013 ),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tertang Sistern Budidaya Tanaman
{ Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Momor 478 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 18387 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup { Lembaran Megara Tahun 1997 Womor 6B, Tambahan Lembaran
Megara MNomor 3688 k

. Ungang-Undang Nomeor 53 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kabupaten

Palalawan, Kabhupaten Rokan Hule, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupatan Karimun, Kabupaten Natura, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam { Lembaran MNegara Tahun 1589 Nomor 181, Tambahan
Lembaren Negara Mowor 3802 § ;



5. Undang-Undang Momor 34 Tahun 2000 tenlang Perubabian Atas Lindang-
Undang Nomer 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribust Dasrah
{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran MNegara
Momor 4048 );

5. Undang-Undsng Momer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan { Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Megara Momeor 4388):

7. Undang=Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan { Lembaran
Nagara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411 );

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemedintahan Dasrah
f Lambaran Nagara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4437) sabagaimana telzh dilskukan beberapa kall perubahan,
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedus stas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan
Dzerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembamn
Negara Nomor 4844} ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
antara Pemarintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Megara Tahun 2004 Momor
126, Tambahan Lembaran Megara Momor 4438);

10.Peraturan Pamerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerash
{Lembaran Negara Tahup 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nagara
Normor 4138; _

11. Peraturan Pamerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelangan
Dmerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembsaran
MNegara Momor 4578);

12 Peraiuran Pemerintah Nomor 38 Takun 2007 tentang Pembagian Unusan
Pamerintahan, antara Femerintab, Pamearintah Caerah Provingt dan
Pamerintah Daerah Kabupaten/Kota, [ Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82. Tambhahan Lembaran Megara Momor 4737); ’

13, Paraturan Mentari Pertanian Nomer © 26/Permentan' OT. 1407272007 tantang
Pacdoman Parizinan Usaha Perkebunan.



Dangan Perssiujuan Bersama

DEWAN PERKWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUJANTAN SINGINGI

dan
BUPATI KUANTAN SINGING
MEMLTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
USAHA PERKEBUNAM

BABR |
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Dagrak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerzh adalkeh Kabupaten Kuantan Singingt.

2. Otonomi Daersh adalah kewenangan dasrah otonom untuk mengater dan mengurus
kepentingan masyarakat setempet menun prakarsa sendif berdasarkan aspirasi masyarakat
sesyai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemarintahan Oaserah adalah penyelsnggaraan pemarintahan daerah olonom  oleh
Pamerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah manurut asas Desentralisasi,

4. Pamarintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingh vang terdin dan Kepala

Caerah beserta parangkat dasrah kainnya sebagai badan skeekutif dasrah.

Kepala Daerah adakah Bupati Kuantan Singingi.

8. Seusn Keda Perangkat Dasrah yang selanjulnya disingkat SKPD adalah perangkat dasrah
pada Pemerintah Dagrah salaku pangauna anggaran/pengguna bararg.

7. Dewan Perwakitan Rakyat Daerah salanjutnya disebut GPRD adalah Badan Lagislatif Daarah
Kabupaten Kuantan Singingi. .

B. Pajabat yang ditunjuk adalah pegawal yvang diben tugas tertentu dibidang retribusi sesusi
dengan peraturan perundang—undangan yang beraku.

8. Parkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman terientu pada tBnah
danfatau madia tumbuh lainnya dalam ekosistern yang sesual, mengolah dan memasarkan
barang dan jasa hasil tanaman tersebul, dengan banbuan imu pengetahuan dan teknologi,
permodalan serta manajamen untuk mewujudkan kesejphtersan bagl Pelaku uvsaha
perkebunan dan masyarakat.

10. Penguasazan tansh adaiah hubungan hukom konkril antara orang atau Badan Hukum tertentu
sabagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
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Tanaman tertentu adalah jenis komodii tanaman yang pembmasnnya pacs Direkiorat
Jenderal Perkebunan.

Uisaha perkebunan adalah ysaha yang menghasikan barang danfatau jasa perkebunan.
Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah sarangkaian kegiatan usaha tanaman
perkebunan melipui kegisan pratanam, pananaman, pemeiiha@an fanaman, pemansnan
dan gortasi termasuk perubahan jenks tansman dan diversifikasi tanaman.

Usaha industi pengotahan hesil perkebunan yang selanjuthya dissbut dengan uzaha industri
perkabunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosazan yamg dilakukan
terhadap hasil tanaman parkebunan yang ditujukan untuk mencagpal nilai tambah yang lebih
tinggi dan mamperpanjang daya simpan.

Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahsan perkebunan yang mengalola
usaha perkebunan.

Pekebun sdalah pererangan Warpa Nagara Indonesia yang melakukan wsaha parkebinan
dengan skala usaha tidak mencapal skala tertentu.

Perusashaan perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengehols
usaha parkehunan dangan skala tertemu,

Skala tartentu adakah skalz uzaha perkebunan yang didasarkan pada luazan kafan usaha,
jenms tanaman, beknologi, tenaga kerja, modal danfatau kapashas pabrk yang diwajibkan
memiliki 1zin usaha.

lzin Lsaha Perkabunan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
dan wajib dimiiki cleh peresahaan yang malakukan usaha budidaya perkebunan dan yang
tenmtegrasi dengan usaha industi pangolahan hasl parkebunan.

lzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin usaha yang diberkan oleh
pejabal yang berwenang dan wejib dimillkl oleh parusahaan yang mekakukan useha budidays
perkebunarn.

Irin Usaha Perkebunan untuk Pengolehan (IUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh
pajabat yang berwenang dan wajib dimiliki eleh perusahaan yang melakukan usaha industri
pangolahan hasil parkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.

. Surst Tanda Daftar Usaha Perkebunan {STD-B) adalah keterangan wyang dibarikan oleh

Bupatl kepada Pelaky usaha budidaya tanaman perkebunan vang luas lahannya kurang dar
25 (dua puluh [Fmea) halktar.

Surat Tanda Oafter Usaha Industi Pangolahan Hasil Perkebunan (STO-F) adalah
keterangan yang diberkan oleh El;pmb kepada Pelaku usaha indushti perkebunan vang
kapasitagnya di bawah batas minirnal,

lzinn Pambukaan Laban {IFL) adalah w2n tertulis yang diberkan olah Bupati atau Pejabet yang
ditunjuk kepada orang atau Badan Hukwmn pelaku usaha perkebunan untuk melakukan
keglatan pembarsihan kahan, pembibitan dan kegiatan pratanam laknnya.
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Izin Pamakaian Alat Barat (IPAB) adalah zin tertulis yang diberkan olah Bupati atau Pejabat
yang diunjuk kepada orang atay Badan Hukum pelakuy usaha parkebunan untuk
pangnperasian alat berat yang digunakan selama keperduan pembukaan kahan usaha
budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan,

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembarian izin
kepada orang pribadi aiau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pangendalian
dan pangawasan atas kegiatan, pemarnfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana atas kegiatan.

Retribusi dasrah yang sslanjulnya disebut retribusi adalah pungutan daersh sebagai
pambayaran atas jaga alau pembefian izin tertentu yang khusus disediaksn danfstsu
diberikan sleh Pemerintah Dagrah untuk kepantingan orang pribadi atau badan .

Masa rebiibusi  adatah suatu jangka wakiy tartanty yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusgi diwajibkan umuk memandaatkan jasa dan parizinan tartentu dar Pemarintah Dasrah.
Jasa adakah kegisan Pemerintab Dasrah berupa usaha dan pelayanan orang pribadi atau
badan yang menysbabkan barang, fasditas atau kemanfaatan lginnya yamg dapat dinikmati
orang pribadi atau badan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan relribusi Legalisasi Caerah,
Waijib ratribusi adalsh orang pribadi yang telah terdaflar dan/atau badan ysng menurot
kstanfuan paraturan perundang-undangan reirbusi dasrah diwajibkan untuk melakukan
pambayaran retribus| tarnasuk pemungutan atau pamotongan retribusi terkentu.

Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupali uvntuk melaksanakan
pamungutan retribusi usaha parkebunan.

Femungutan adalah suatu m@ngkaian kegiatan mulal darl penghimpunan data objak dan
aubjek retribusi, penentuan besamya rtdbusl vang terutang sampai kegiatan penagihan
kepada wajib retribusi serta pengewasan penyetoran.

. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besamya retrbusi yang harus dibayar oleh wajle

retibusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran rebibusi,  keleblhan
pambayaran refribusi maupun sanksi administrasi.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjuinya dapat disingkat SP4ORD,
adalah surat yang digunakan cleh wajib retribusi untuk medaporcan data olyjek retribusi dan
walil: ralribusi sebagai dasar perhifungan dan pambayaran redribusi yang terutang menunut
peraturan perundang-undangan yang barlaku.

. Pendaftaran dan Pendataan sdalah saranghkalan keqtatan umuk mempercbah data / infonmast

aerta penatausabaan yang dilakukan olkeh petugas relribusi dengan cara menyampalkan
STRD kapada waijib refribusi untuk diisi secara lenghkap dan benar,

Momor Pokok VWajib Retrbusi Daerah (WPWRD) admiah nomor wejib reibusi yang
didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap waijib refnibust.
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. Surat Setoran Ratribusi Daerah, yang dapat disingkeal S5RD, adalah gurat yang digunakan
oheh wajlb retvlbusi untuk melakukan pembayaran atan penyetoran relribusi yang terustang ke
Kas Daerah atay ke tempat kain yang ditetapkan oleh Bupsati,

Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat kepulusan rabrbusi
yang menertuksan besamya jumiah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalab surat
keputuzan yang menentukan jumilah kelsbihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dan pada retibusd yang tenitang atau tidak seharisnya terutang.

Surat Kedetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutmya disingkat SKROKB, adalah
surat kepulusan yang menertukan besamya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit
retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusl, hesarnya sanksi administrasi dan
jurrlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan, yang sslanjutnya disingkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah refribusi yang
talah ditetapkan.

Surat Taginan Retribusi Doerah, vang dapat disingkat STRD, adalab surat umuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administras! benpa bunga dan atau denda.

. Pembayaran retribusi dasrah adalah besarnya kewajiban yang haros dipenuhi oleh wajle
retribusi sasuai dangan SKRD dan STRD ke Kas Dasrah atau ke tempat lain vang ditunjuk
dengan batas wakiu yang ditentubkan,

Penagihan retribusi daserah adalsh serangkaian kegiatan pamungutan retribusi daerah yang
diawali cdengan penyampaian surat peringatan, surat tegursn  yang  bersangkutan
melaksanakan kewaliban untuk membayar refribusi sesuai dengan jumiah redribusi  yang
terutandg.

LHang retribust deerah adalah slsa utang retribusi atas nama waijb ebibugi yang Eercanbienm
pada SKRD. SKRDKE, SKRDKET yang balum daluarsa dan relribusi lainnya, yang masih
tarutang.

Pemariksaan adalah serangkaian keglatan umuk mencari, mengumpulkan, dan mengalah
data dan/atau keterangan lsinnya dalam rangks peangawasan kepatuban pemenuhan
kewrajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retbusi daerah.

Penyidiken tindak pidana dibidang refibusi deerah adalah sevangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Panyldik Pagawai Negeri Sipil yang selenjutnys dapat disebut Penyidik, unfuk
mencar serta mengumpulken bukli yang =ama dengan bukti iy membuat  1erang indak
pidana dibidang retribusl daerah  yang ierjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB I
ASAS DAN TIMUAN
Pasal 2

Usaha perkebunan sebagai inti pembangunan perkebunan berasaskan kemanfaatan,
keadilan, kerakyatan, keterbukaan, kerterpaduan dan kebersamaan sefs kelestanzn yang
berkalanjutan .

Pengelolaan usaha perkebunan bertujuan untuk mewujudhan sistemn dan usaha agribisnis

pekebunan terpadyu, berkelaniutan, efislen, produkdif dan berdaya saing finggh untuk

sehesar-besamya kemakmuran dan kesejaléraan rakyat secara berkeadilan malalui
optimalisesi dan berkelanjutan pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan potansi
sumber daya serta |PTek perkebunan, dengan

a. menjamin keberadaan serta mewujudkan optimalizast pemanfaatan potensi sumber daya
lahan perkebunan secara bijaksana malalui penataan atau petnantapan tata ruang atau
pengembangan perkebunan yang dapat mendukung keandalan ekonomi, ketahanan
sosial bukdaya serta perneliharaan kessimbangan ekosistern dan kekestaran lingkungan
hidup;

b. mengelols sumber daya perkebunan secara profesional berintikan pemberdayaan
masyarakat secara kaseluruhan ;

&. mencegah perluasan ahan kritis dan memuiihkan kembali fungsi lahan yang terdegradasi
di dalam dan disekitar kawasan pengembangan parkabunan ;

d. pemanfastan, pendayagunaan dan pengembangan 1PTek serta sumber daya manusia
perkebunan secara optimal dan malembaga ;

8. membangun perkebunan dan masyarakat perkebunan yang berbudaya indusin yang
barandaskan efektivitas, avislen, produktivitas dan daya sarg, melalul pengembangan
sigtem dan usaha agribisnls dengan mengimplementasikan konsep, Kketarpaduan,
sinargisitas, keberzsamasan.

BAB 1l
RUANG LINGHUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha parkabiinan mekputi -

B o5 T oW

fungsi dan status;

parancanaan pembangunan perkebunan;

penyediaan tanah usaha perkebunan;

pengelolaan usaha perkebunan, yang terd| atas usaha budidaya tanaman perksbunan,
usaha industn pengalahan perkebunan dan usaha lainmya;
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pemberdayaan usana parkebuanan;
kemitraan usaha perkebunan;,
pETZinan;

retribusi;

ketartuan pidana;

penyidikar;

pemblnaan dan pangawasan.

BAE IV
FUNGSI DAN STATUS
Pazal 4

Fungsi usaha parkebunan, meliputi :

a. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM} dan masyarakat perkebunan;

b. pengermbangan pambangunan wilayat dan pemetaannys;

z. sumber pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat

d. sumber bahen pangan dan bahan baku industri hulu dan hilir;

g. sumber devisa dan pandapatan nasgicnal maupun daerah;

f. pemanfaatan dan pengembangan IFTak parkebunan;,

g. pemanfsatan dan pengembargan polensl sumber daya perkebunan, pemeliharaan
keseimipangan ekosilem, serta pedestaran Sumbar Daya Alam [(SDM}, dan ingkungan
hidup;

h. mamparkuat ketahanan dan pertahanan negara, sarta ketahanan daarah.

Status usaha parkebunan, melipuli:

a. usaha perketumnan yang dikelola perorangan;

b. Usaha parkabunan yang dikelola Badan Usaha berbadan bukum.

BAE ¥
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBLINAN
Pazal §

Perancanaan perkebunan dimaksudkan uniuk membedkan arah komoditi yang sasuai,
pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan,
Perencanaan perkebunan tardiri dari p&mn::anaaln nasional, perencanagn provinsi dan
perencanaan kabupaten,

Parencanaan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten dengan memperhatikan kapentingan masyarakat.



FPasal &

{1} Parancanaan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan berdasarkan
rencana pembangunan rnagsional, provingl dan kabupaten;

rencana tata nrang wilayah nasional, provingd dan kabupaten;

kesssuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha parkebunan;
kinerja pambangunan parkebunan;

perkembeangan fimu pangatahuan dan teknologi;

sosial budaya;

lingkungan hidup;

kepentingan masyarakat;

pasar, dan

—S- T S-S~

j. aspiragi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keuluhan bangsa dan negera.
() Pefencanaan perkebunan mencakup :
a. wilayah;
b. tanaman/ kormoditi perkebunan;
¢, sumber daya manusia;
d. kelembegaan;
. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
f. sarana dan prasarang; dan
g. pembiayaan.

Pasal 7

{1} Pengumpulan, analisis gerta intarpretasi daia dan infrmasi yang diperiukan untuk menyusun
perencanaan pembangunan perkabunan, diakukan secara koordinatlf, holistik, camat dan
teliti.

{2} Ketentuan lebih lanjut tertang parancanaan pembangunan perkebunan di Habupatgrn Kuantan
Singingi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAR VI
PENYEDMAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN
Pasal B

{13 Untuk keperuen usaha perkebunan, sefiap palaku usaha perkebunan wejib memilii izin
lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

{2) Penyelesaian hak atas tengh untuk keperluan usaha perkebunan dilaksanakan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang barlaky.

{3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang tetah mempunyai hak
atas lanah dlakeanakan cleh instanzi yang berwenang.
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{4} Peralihan hak aias tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari instansi yang
brerwenang.

{5) Penyedizan anah uniuk usaha perkebunen tetap memparhatikan penguaszan tanah clah
masyarakat setempat,

{€) Parubahan atau pengalihan fungsi perurtukan tanah usaha perkebunan untuk kepariuan lain,

ditetapkan oleh Bupati dangan mempertimbangkan keberianjutan program pengembangan
danfatau kaberanjutan produksi usaha perkebunan sea fungst, nilai dan manfaat skonomis,
ekologis maupun sosial dan/atau dampak negatif perubahan atau pengalihan esebut

Pazal 9

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dan
25 hektar, dilakukan ocleh pekebun yang dapat dikelola olsh perorangan Petani Pekebun dan/
atau Koperasi.

(2] U=aha budidaya tenaman perkebunan dengan penguasasn tanah yang luasnya 25 hektar
atau lebih, dilakukan ¢leh perusahaan Perkebunan atau Badan Usaha berbadan hukum,

(3} Ketentuan luss maksimum penguaesan iansh bagi Perusahaan Perkebunan ditetapken
dengan Keputusan Bupati sesuei kebuiuhan daerah atau kondisl spasifik Kabupaten Kuartan
Singlngi berdasarkan asas keadilan dan pemerataan serta memenuhi skala skonomi, sesuai
pergburan perundang-undangan.

{4) Kebutuhan tanah umtuk usahs industi perkebunan yang berada di luar areal konsesi usaha
budidaya tanaman parkebunan, pengeturantye ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang
berwanang.

Pasal 10

{11 Lahan usaha perkebunan dapat berasal darl kanah ulayat yang merupakan lahan hak komunal
masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan parsniukan
laininya yang sesuai dangan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);

(2) Dalam hal tanah yang dipertukan merupakan tanah hak utayat masyarakat hukum adat yang
menurut kenyataannya masih ada, penggunaan tanah uruk perkebunan wajib melakukan
musyawarah dengen masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan, uriuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah,
dan imbalannya.
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BAB ¥
PENGELOLAAN USAHA PERKEEUNAN

Bagian Pertama
Jenis Usaha Perkebunan
Pa=zzal 11

(1) Jenis-jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaill © usaha budidaya
tanaman perkebunan, usaha industr parkebunan, serta usaha lainnya.

(2) Usaha budidaya taraman perkebunan adalah seranghaian hegiatan usaha tanaman
perkebunan mefipuli kegistan pratanarm, p-anan'aman, pemelinaraan tanarman, pamananan
dan sorasi temasuk perubahan jenis tanaman dan diversiikasi tanaman.

(3) Usaha industri perkabunan adalah serangkaian kaglalan pananganan dan pemrosesan yang
dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang diukan unbuk mencapai niai tambah
yahg kblh tingel dan memperpanjang daya simpa.

(4] Usaha lainnya adalah usaha barbasis parkebunan yang bersifal ekonomis produktif maupun
yang bemsifat non skonomis produktif yang mendukung dan tkait langsung dengan
pengeloiaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha indusly| perkabunan.

Baglan Kedua
Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Parkebunan
Fasal 12

1) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi lima kegistan pokak
a. peruasan kebun slau pembangunan kebun baru pada lahan bukasn bary;

b. peremajazn kebun tua;
c. rehabilitasi kebun yang rusak atau terkantar,
d. divarcifikazi ugaha dan atau budidaya tanaman percebunan;
&, paningkatan produbdifitas kebun melalui kegistan intersifikasi.

{2} Penantuan [enis-jenis tanaman perkebunan yang divsahekan harus berdasarkan atzu sesuai
dengan Rancangan Kawasan Pengembangan Budidaya dan Industn Perkebunan (RKBIF)
Kabupaten Kuantan Singingk

{3) Rancangan kewasan Pengembangan Budidaya dan industri Perkebunan (RKBIP) Kabupatan
Kuantan Singingi ditetapkan oleh E”F',?ﬁ-

{4) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman parkabunan meliputi

a. pamantapan ketersediaan lahen;

b, perancanaan usaha budidaya tenaman perkabunan;

¢. penyslanggaraan pengelofaan usaha budidaya tansman peckebunan;
d. pengemibangan usaha budidaya tanaman perkebunan,
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(1)

()

(3

(4)

Pazal 13

Femantapan ketersediaan mhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a
adalah gampai pada penetapan legaliiss sislus penguasaan tanah hak atau hak atas tanah,
sesual dengan peraturan paundang-undangan yang berkahu,

Sebelurm mamudsl pembangunan kebun, Pekebun dan Peruvsabaan Besar hans membuat
perencanaan pengedolaan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pemyelengarsan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan melipuli kegiatan pra
tanam, penanaman, prapansn dan panan.

Fenpembangan usaha budidaya tanaman perkebunan mejupakan upaya opbrmalisasi
afektivitas pemanfastan sumber deya, diversifikasi hasil, efisiensi, produktivitas, nilai tambah
dan keuntungan per satuan skals usaha budidays tanaman parksbunan melalui kegiatan
paruasan kebun, intensifikasi, diversifiasi vsaba den/atau budidaya tanaman perkebunan
s&ta parubahan janis tanaman perkebunan yang diusahaken.

Pa=zal 14

Palaku usaha perkebunan supaya menyelenggarakan pangsiolaan kebun dengan baik dan tertib,
yang meliputi:

kegiatan pra tanam dan tanam yaiu meliputi perancangan tate nuang kabun, penyiapan
garana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasamana kebun, pengalahan tanah,
petslapan tanam dan pananarnan bibit enggul bermuiu;

kegiatan pra panen mallput pemalinaraan tanaman dan perlindungan tanaman .

kegiatan panen adalah pemungutan hasil bag tanaman yang sudah matang panen.

Fasal 15

Untuk mencegah bencana dandatau kerusakan sumber daya alam dan chkosistem, pembukaan
tatan ditskukan sesual dangan paraturan perundang-undsngan.

Pasal 16

Pelaku usaha budidaya tanaman parkebunan wajib melaksanzkan kegiatan perfindungan
tanaman dan kebun secara tarpady, meliputi kegiatan :

.

pencegehan masuknya Organisme Penganggu Tumbuhan {OFT) dai  luar ke wilaysh
Kabupaten Kuantan Singing;

pengendalian OFT, baik yang bersifat endemic maupun eksplesif, sacara tindakan preventif
dan kuratif dengan menggunakan metoda Pengendsalian Hama Terpadu (PHT);

&. Penyediaan sarana prasarana dan sistem pengendatian organisme pengganggu umbuhan;
d. pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah panggunaan pastisida

secan tefus menerys yang berbahaya bagi manusia dan merusak lngkungan, serta
menangaulangl residu pestisida;
12



g, pencegahan dan pananggulangan ancaman serta tindakan penjarahan dan/atau pengrusakan
aget kebun,

Pazal 17

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan parindungan lahan perkebunan
melaly konservasi lahan dan air sera tindakan pencegaban dan panangguiangan ancaman
behaya kekeringar.

Pasal 18
(1) Pekebun dan Perusahaan Besar wajib mengelcla usaha budidaya tanaman perkebunan

dengan baik, tertib dan efisian bardasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2y Pedoman, krteria, stancar dan akraditasi pengelolaan usaha budidaya tanaman parkebunan

ditetapkan ocleh Bupsti.

Pazal 19

Setiap orang danfatae Badan hukum dilarang melakukan tindakan yang berakibat pade
kerusakan kebun danfatau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan tindakan
lainnya yang mengakibathan terganggunya usaha perkebunan.

Bagian Ketiga
Usaha Industri Perkebunan
Paragraf 1
Jenis dan Kategori Usaha Industri Perkebiunan
Pazal 20

Uaaha industi perkebunan meliputi kegiatan industr] pangolahan hasil berbagai komoditas dan
atau tanaman perkebunan untuk meningkatkan nllal tambah hasil, baik hasil utama maupun hasi
sampingan.

Pazal M

{1} Janis-jenis Uzaha Industri Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi mediputi ;
g, wsaha industr pangolahan hasil itema;
b. usaha pemanfaatan dan pengotahan hasil samping dan limbah pengolahan hasil
perkebunan.

{2} Usaha Industri Pengolahen Hasil Utama, meliputi pasca panen atau pengolaban produk
primer menjadi berbagai jenks produk furunan komoditi temaman bingan Dinas yang
rmambidangi bidang Perkebunan yang meliputi ©
a lada;

b. karet;



C. kopi ;

d. kelapa ;

. kakao

f. jarak pagar,

Q. jambu meta ;

h. cenghkeh ;

. teiw;

. kelapa sawlt ;

k. dan jenis komoditi hasil tanaman perkebunan Jainmya.

(3) Useha industri perkebunan dikatagonkan sebagai berikut :

a. Industi Perkebunan yamng dikelols oleh Pekebun berupa unit usaha mengintegrasikan
pengelolaan usaha industri perkebunan dengan usaha budidaya tanaman pertebunan;

b. Industri Perkebunan yeng hanya mengelola unlt usaha industd perkebunan skala kecil
tanpa mengebola usaha budidaya tanaman perkebunan;

& Indueti Perkabunan yang dikelola coleh Perusshaan Parkebunan berupa unif usaha
perkebunan terpady skala besar yang harus mengintegraslkan pengelolaan unit ussha
industri perkebunan dengan unit usaha kdidaya tanaman perkebunan;

d. Industi Perkebunan yang hanya mengelola unit usahs industn perkebunan skala besar
tanpa mengelola usaha budidaya tanamam perkabunan.

Paragraf 2
Pangelolaan Ueaha Industsd Perkebrunan
Pasal 22

{1} Pengembangan jenls, jumlah dan panyebaran unit usaha industi perkebenan. didasarkan
pada Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan (RTRP2) dan Rancangan
Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industi Perkebunan (RP2BIP] Kabupaten
Kuantan Singingi. '

{23 Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan (RTRP2) dan Rancangan Perwilayahan
Pangembangan Budidaya dan Industi Perkebunan (RPZBIP) Kabupaten Kuantan Singingi
ditetapkan cleh Bupati.

{3 Setiap unit usaha mdusid perkebunan, sumber pasokan bahan bakunya harus jelas dan
legal, serta jumlah, |2nls, mutu dan keberdanptan pasokan bahan bakunya sepadan dengan
jenis, jumiah dan kapasitas terpasang unil pangnhhsin hasil;

{4) Usaha Industi Perkebunan yang dlkelola olsh Pekebun dapat dikelola secara terimagrasi
dangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

{5) Pengelolaan Usaha Industri perkebunan bagl Pemusahaan Perkeburan harus termegras
dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.
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8} Pengelolaan usaba Industi Perkebunan yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya
tanaman perkebunan, hans didasarkan pada kontrak kerjasama kemilraan dengan Pekeb:un
dan Perusahaan Besar yang mampu menfamin kaberanjutan pasokan jenis, jumiah dan mutu
bahan baku yang sepadan bagi design unkt pengalahan hasil yang dikeiokznya.

(7} Pengelolaan usaha industri perkebunan dengan jenis komoditi kelapa sawit hares memenuhi
paling rendah 20 % (dua pulub perseratusy kebulwhan behan bakunya dan kebun yang
diusahakannya sendiri.

(8} Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan heasil perkebunan hamus memenuhi
standar mutu preduk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Masional
Indonesia (SNI) dan peratoran perundang-undangan, serts didarang melakukan proses
pengokahan yang tidak sesual dengan SNI atau memalsukan produk, mutu produk dan/atau
kemaszan produk perkebunan.,

Pasal 23

{1} Usaha Industri Perkebunan disslanggarakan dengan tahapan-tahapan sebagal berlkut
a. perencanaan pengelolaan usaha,

b. penyelenggarazn pengelolaan usaha;
€. pangembangan usaha.

{2) Perancanaan pengalolaan usaha industri perkebynan adalah meliputi  penghajian potensi
pengembangan danfatau kelayakan usahs, serta penyusunan rencana atau proposal
panteiolaan usaha, dengan memperhatikan Retentwan dalam peraturan  perundang-
undangan.

(3) Penyelenggaraan pangelelaan usaha indusin perkebunan adalah melgull pembangunan dan
pengoperasian unlt pangodahan hasil parkebunan dan samna prasarans pandukungnya, sertsa
mendistribusikan danatau maemasarkan preduk hasil olahannya.

(4) Pengembangan ussha Indusii perkebunan adalah mefiputi penambahan jenis danfatau
kapasitaz terpasang danfatau perubahan desain unit pangolahan hasil perkebunan, balk
unbuk jenis stau desain produk yang sama ataupun produk bam.

Pasal 24

Pelaku atau pengelola wsaha industri perkebunan wajib mengelola usaha industi perkebunan
dengan baik tertib dan efisien bamlasarkan ketaniuan paraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pengalolaan Usaha Lainmya
Pasal 26

{13 Usaha lainnya adalah meliputi uzaha ekaiwomis produktf yang barkanaan dengan perbenihan.
produks| distribusi atay peredaran dan perdagangan pupuk, pesteida danfatay sarana
pedindungsn tanaman sarta peralatan dan mesin perkebunan yang menjadi kewenangan
Caerah,

{21 Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh usahe perbenthan fanaman
perkebunan yang meliputl keglatan pamuliaan tanaman, produksi, pengolahan (proceesing),
distribusi atau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermity,
£Ara pengawasan dan pengujian muty banih.

{3) Pamarintan Dasrah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan
sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidays
tanaman danfatau industn perkebunan,

Bagian Kslima

Pemumaran Hesll Perkabunan
Paral 26

{1} Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah sakl sub sistem dalam sistemn agribisnis
perkebunan serta sebagai bapgian yang bdak terpisah darl sub slstem usaha budidaya
tanaman perkebunan dan sub sistemn usaha industn perkebunan.

(2} Pelaky usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasi perksbunan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Pamerintah Deerah memfasilitasi pangemiangan usaha pemasaran hasil perkebunan uniuk
menciptakan ;

a. kemudahan akses pasar yarg menjamin samua hasil perkebunan terserap oleh pasar
dengan tingkat harga serta distribusi nilal tambah dan marjin keuntungan yang wajar dan
adil sacara barkelanjutan;

k. stabilitas dinamis pangsa pazar produk radisional dan peduang pasar produk baru;

¢. sistemn tata niaga hasil perkebunan yang efisien dan berkesdilan malalul pangaturan dan
penataan kelambagaan pemagaran serta mekanisme pengendalian dan eliminast distors:
pasar sebagal baglan irtegral dan sistem perindungan menyeluruh terhadap keberianjutan
uzaha perkebunan yang eflsien, produktif dan bardaya saing tinggi,

{4) Guna mewujudkan tatanan sebagaimane dimakeud pada ayat (3}, Pemerintah Daerah
bakerjasama dengan Pelaku usaha perksbunan, asnsiasi pengusaha komoditas atau
pamasaran, asosiasi petani komoditas serts kelembagaan lainnya, untuk
a. menatapkan komoditas perkebunan unggulan serta malakukan analisis pasar dan promosi

terpadu produk atau komoditas perkebunan:
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b, mengatur fleksibiftas keseimbangan antara jenis, jumlah dan mutu hasil perkebunan

dengen dinamika dan prefarensi permintsan pasar,

c. mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sabagai ingnumen

monitoring perkembangan pasar korpoditas parkebunan;

d. mangembangkan kelembagaan pasar lelang dan pusat pemasaran bersama komoditas

parkabunan;

¢. mambangun outket [ kios ) ekspor hasil perkebunan di daerah, supaye ekspor hasll

parkebunan dapat dilzkukan langsung danf Kabupaten Kuantan 3Singingl, sehingga
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi memp-emlah nilal tambah atau manfaat skanomi
dan soslal yang opfimai dari pengelclaan usaha perkebunan.

(5) Ketemtuan lebib lanjut menganai pangambangan usaha pemasaran hazil perkebunan, diatur

(1}

(2)

{3)

(4

(1

dan ditetapkan cleh Bupati.

Bagian Kesnam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 27

Dalam rangka pemeliharasn kessimbangan ekosistem dan kelestarlan lingkungan hidup,
Palaku usaha perkebunan wajlb mengelola sumber daya alam secars optimal pada danfatau
di sakitar lokasi usaha perkebunan.

Dalam mengelola usaha perkebunan, Pekaky usaha parkebunan wajit mencegah timbutnya
kerusakan atau pencemaran lingkunger hdup atau ketidakseimbangan ekeosistern pada
danfatau di sekitar lokasi usaha perkebunan.

Pelaku usaha perkabunan wajib melakukan kegistan Analisis Mengenai Dampak Lingkungean
{AMDAL), Upaya Pangalolaan Lingkungan {UKL} dan tpaya Pemantauan Lingkungan (UFPL)
yvang diselujui dan direkomendasikan cleh inslansi yang beranggung jawab dibidang
pengelclaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuat dengan ketentuan perauran
perundang-undangan yang berdaku.

Pelaku usaha perkebunan dalam hal malakukan usaha budidaya perkebunan medaksanakan
pangolahan lahan tanpa baker dan wajib memiliki sarana prasarana, sistem pembikaan
lahan tanpa bakar serta pengendalian kahakaran.

BAE Vill
PEMEERDAYAAN LISAHA PERKEBUNAN

Pazal 28

Peambardayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintab Provinsi, dan
Pemearintah Kabupaten bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembage terkait lainnya.
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{£)

(1

(2)

(1}

2}

i)

(4}

(5}

()

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) msdipati :

a. memfasiitazi sumber pembiayaan’ permaodalan;

b. menghindari penganaan biaya yang tidak sesual dengan paraturan perundang-undangamn;
¢ memfasilitasl pelaksanaan eksporpemasaran hasil perdksbunan;

d. mengulamakan hasil periebunan dalam negeri untuk memenuhl kebutuhan konsumesi dan
bahan baku industri;,

mengatur pemasulan dan pangahiaran hasil perkebunan;

f memfasiktasi aksebiitas iimu pangetahuan dan teknologi serta informasi,

1]

Pasal 29

Pemerimtah Daerah mendorong dan memfasiitasi pernberdayaan pakebun, kelompok
pekebun, koperasi pekebun, serta asosiazi pekebun berdasarkan jenks tanaman yang
dibudidayakan urtuk pengembangan usaha agrbienis perkebunan.

Untuk membangun sinergl entar Palaku usaha agrbiznis perkebunan, Pemenmtah Daerah
mendorong dan memfasiitas! tevbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagal wadah
untuk pangembangan komoditas strategie perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan
parkabunan.

Pazal 30

Setiap pengembangan usaha perksbunan olabh Perusahaan Besar harus mengiwbsartakan
masyarakat pekebun setempat.

Parusahaan Paerkebunan yang berusaha untuk budidaya tanaman perkebunan wajib
membangun kebun untuk masyarakat sekitar minlmal saluas 20% {dua puluh per-seratus)
dar tatal luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan malalul pola kemitraan.

Pola kemitraan sebagaimana dimaksued pada ayat (3) antara lain melaw pola krisdit, hibah,
bagi hasil atau pola kemitraan lainnya.

Pembangunan kebun uriuk masyarakat sebagaimana dimaksed pada ayat (2) dilakukat
bersamaan dengan pembangunan kebun yang divsahakan oleh perusshaan.

Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat ssbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diketahui oleh Bupati.
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BAE IX
KEMITRAAN LISAHA PERKEBUNAN
Pasal 31

{1} Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling
menghargai, saling betanggung jewab, saling memperkuat dan saling keterganiungan
gangan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar parkebunan.

{2) Kemitrzan usaha perkebunan sebageimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapet berupa
kerja sama penyadiaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasarnan,
transportasi, kefja sama operasional, hepemilih.ar"l saham, dan jasa pandukung lainnya.

{3) ¥etentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} dilakukan bardasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERIZINAN

Baglan Partama
Jenis lzin
Pasal 32

(11 Seliap Peloku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan uasan lahan tertertu dan/atau
usaha industi perkebunan dengan kapasitas industd perkebunan tertentu wajib memiliki Ein
usaha perkebunan.

f2) Pemberian lzin Usaha Perkebunan berfujuan untuk mengatur, mambina, mangawasi. dan
pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha parkabunan
yang efisien, berdaya saing tinggi, barwawasan ramah lingkungan dan berkalanjutan yang
diharapkan menjadi sumber pendapatan dasrah dan mampu sabagai pemenuhan kebuluhan
bahan baku industri seria mendoreng paningkatan kesempatan berusaha dan kgsempatan
karja.

Pasal 33

Izin Usaha Perkebunan terdit atas .

a. izin Usaha budidaya tanaman dan industr Perkebunan ({LIFY,

{zin Usaha Budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);

|zin ugaha industri parkebunan [IUF’-F"};

Surat landa daftar ueaha budidays tanaman petkebunan (STD-B),
Surat Erda daftar usaha industi perkebunan (STD-P);

lzin pembukaan lahans Land Clearing (IPL);

|zin pemakgian alat berat (IPAB).

@ o oe R T
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Pasal 34

{13 Lu=ms lahan dan jeniz komoditas tanamen yang wajib mamiliki lzin Usaha Perkebunan unfuk
Budidaya [ILIP-B)} antara lain:

No Komoditas Luas Araal (Ha) Batas paling luas (Ha)
8. | Kelapa - Z5sid 25000 25 000
b, | Kelapa Sawit 25 5/d 10:0.000 100.000 N

. | Karet T e sld 25.000 Taspho

d. | Kakaohopijambu 25 %/g 5.000 B it _—

menteftembakau

e. | JarakPagar’ Z5eid 50.000 ) 50,000

cangkeh
f | tehu T 25 sid 150 000 OR0000

(2} Usaha industri hasil perkebunan yang wajib mamiliki izin Usaha Industri Fengolahan hasil
parkebunan [ ILP — P) adalah ;

No| Komodit | Kapasitas Minimal | T Produk

(& | Kelapa A.000 butir kekapal Kopia! minyak kelapa dan serat (fiber)
ke | arang tempurung, debu (dust), nata do

| Coco
Kelapa Sawit | 5 ton TBS / jam TCPO A

& | Karat B0 liter latek caifjam | Sheet [ateks pekat crumb rubbsr
16 ton slaky hari ;

d | Kakao 2 ton biji basalv 1 kali | Gifi kakao kering L,
olah !

e [Keph |15 tongetondong | Bfi kopi kering LSt
kasah/harl |

"t | Jamiu mets | 1s/d 2 ton gelondong | Bl mele kenng dan GNSL. .
meted herl .

g |tembakay |35 sid TOtondaun | Daun tembakau kering { krosok) |
tembakau basah | !

“h’| Jarak pagar | 1 ton biji jarak keding | Minyak jarzk pagar. T
{ j|am :

T | cengkeh 4 ton bunga cengkeh  Bunga cengkeh kering
segar [ har :

] |ebu 71,000 ton cana/ har | Gula pasir dan pucuk tebu, bagas

{3} Perusahaan perkebunan yang lokasi usaha parkeburianmya barada dalam wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi, wajib mendapatkan izin darl Bupatl Kuantan Singingi.

{4) Perusahaan Perksbunan yang usaha perkebunannya berada dslam wHayah Kabupatan
Kuantan Singingi, harus memiiki kantor pusat atau kantot perwskilan di wilayah Kabupatan
Kuantan Singingi.
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Pasal 36

{1} Usaha budidaya tanaman perkebunan yang heas lahannya 25 (dua puluh lima) hekiar atau
labih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk buddaya  (IUP-B).

{2} Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya Kuang dan 25 (dua puluh lima)
haktar hans didaitar kepada Bupati.

{3} Pendafiaran usaha bodidaya tanaman perkeburan meliputi kelerangan identitas, domisili
pemilik, heae argal, jenis lanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kabun.

{4} Usaha budidaya lanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daflar
Usaha Budidaya Perkebunan (5TD-B) cleh Bupati .

Pasal 36

{1) Usaha industi perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebdhl kapasitas paling
rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2}, wejib memliki zin Usaha
Perkebunan untuk Pengodahan {(IUP-F).

{2) Usaha indusiri perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minmmal wajib didaftar
kepada Bupati.

{3 Pandaftaran indusiri perkebunan meliputi keterangan idantitas, domisii pemilik. lokasi industr
pangolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk. jenis produksi, dan
tLAR pasar.

{4) Usaha indueti parkebunan yang sudah didafiar diberikan Surat Tanda Dafiar Usaha Industri
Perkebunan (STD-P) olah Bupati .

Pasal AT

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang lussnys 25 (dua puluh lima) haktar atae lehih dan
remiliki unit pangolahan hasil parkebunan yang kapasitas elahnya sama alau malebihi kapasitas
minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib memiliki 1zin Usaha Perkebunan
{IUP}. .

Pa=zal 38

(13 TUP, IUP-B dan atau IUP-FP sebagaimana dimakswd dalam pasal 33, vang lokasi areal
budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 {salu) wilayah Kabhupatsn,
diberikan aleh Bupati. .

2 .E!upati dalam membenkan IUP, ILP-B dan atau IUP-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
harus memperhatikan rencana makio pembangunan perkabunan Provinsi Riau,

(3} IUP, IUP-B, dan atsu |UP-P sebagainans dimaksud dalam pasal 33, yang lokasi areal
budidaya danfatau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam
wilayah Provingi Riau, diberikan oleh Gubemur Riau dengan memperhatikan relkomendasi

derf Bupat! badaitan dangan Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
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Baglan Kedua
Tata Cara dan Persyaratan, Pertzinan
Pasal 39

1) IUP, IUP-B, IUP-P, 3TD-B, STD-F, IPL dan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Faszal 33,
diberikan aheh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas perimbangan teknks dan Instansi terkait.

{2 Unfuk mempersdeh [zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemehon harus mangajukan
permohonan tertulls kepada Bupali medalui Dinas bidang Perkebunan atay 3abian Kerga
Perangkat Deerah lainnya yang membidangi parizinan.

{3} Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurad a, wajib melarmpliian
parsyaratan sebagai berikut :

a.
b.
=8

@ oA

Surat Keterangan dari Kepala Desal Lurah setempat;

Syrat Keterangan dan Camat setempat;

Surat Ketarangan Fiskal Daersh (SKFD), |z Tempat Usaha (SITY), lzin Usaha
FPemdagangan (SIUP);

Akte Pendiran dan parubahannya yang terakhir

Momor Pokok Wajibh Pajak{NPYWP),

Surat Keterangan Domisili;

Rekomendasi ksesuzian dengan Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupeten darl Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pambangunan perkebunan propinsi dari
Gubemur {untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupatl);

Izin | okasi dan Bupati yang dilengkepi dengan peta calon okasi dangan skala 1 - 100004
atau 1 : 50.000;

Pertirmbangan foknis ketarzediaan lahan darl Dinas Kehutanan (apabila areal barazal dan
kenwasan hutan);

Rencana Kerda Pembangunan Perkabunan;

Rekomendasi hasil analisis mangenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), stau LUpaya
Pengelclaan Lingkungan Hidup (UKL}, dan Upaya Pemantavan Lingkungan Hdup (UPL)
sesUai peraturan perundang-undangan yang baraku;

Parnyataan kesanggupan memiliki sefena, prasarana dan sigtemn untuk melakukan
pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuban (OPT);

Parnyataan kesanggupan memiliki sarane, prasarana dan sietam unuk melakukan
pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengerndalian kebakaran serta mengelola
sumber daya alam sscara bastari;

Pemyatasn kesediaan membangun kebun untuk masyaraket yang dilengkapi dangan
rencana weqanya;

Pemyataan kesediaan untuk malakukan kemitrazn,



=}

r.

3.

Tanda Bukdi Pembayaran Dang Kesungguhan;
Pemyataan Perusahaan belum menguassi lahan medabihi batas (uas maksinium;
Jaminan Fasokan bahan baku yang diestabul olsh Bupati.

{4) Peamohonan IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hurof b, wajlb mealampirkan
parsyaratan sebagai berkut :

a.
k.

w o~ omoa

a.

r.

Surat Keterangan dar Kepala Desal Lurah setempat;

Surat Ketarangan dan CGamat setempat

Surat Keterangan Fiskal Casrah (SKFD), lz@n Tempat Usaha (SITU), [zin Usaha
Perdagangan [(SIUPY; )

Alde Pendinan dan pandbahannya yang terakhir,

Momor Pokok Wajib Pajak{NFWP),

Surat Keterangan Domisil;

Rekomendasi Kesesuzian dengan rencana meakre pembangunan perkebunan propinei dari
Gubemur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupat);

Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 @ 100.000
atau 1 = 50.000;

Perimbangan teknis ketersediaan kahan dari Dinas Kehutanan (apabila arsal berass| darl
kawasan hutan);

Rencana Kerja Pambangunan Perkabunan dan unit pengolahan hasil perkebunan;
Rekomendasi ksesuzian dangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dar Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi hasil analisis mengenai datmpak lingkungan hidup {AMDAL), atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup {UKL), dan Upays Pemantauan Lingkungan Hidup {UPFL)
sesiai peraturan perundang-undangan yvang bedaku;

Pamyataan Penusahaan belum menguasai lahan mekebihi batas luas maksimum;
Pemyataan kesanggupan memiliki sarana, prasareana dan sistem untuk makakikan
pengandaiian Organisma Pengganggu Tumbuhan {OPT); .
Pemyataan kesanggupan memiliki sarana, prazarana dan sistern untuk mslakukan
pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakarap serta mengelols
sumber daya alam sacara lestar;

Femyataan kesedizan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan
rencana kerfanys; _

Pemyataan kesediazn untuk melf;lu.lmn kemitraan;

Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;

{5} Penmohanan IUP — P sabagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢, wajib melampirkan
persyaratan sebagal barlkut -

.
b.

Surat Keterangan dan Kepala Desaf Lurah setempat;
Surat Keterangan dart Camat satarmpat;
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Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), lzin Tempat Usaha (SITU), lzin Usahs
Pardagangan (SIUPY,

Akte Pondirian dan perubahannya yang terakhir;

Mamor Pokok YWalib: Pajak {NPWF);

Surat Ketarangan Domisli;

Rekomendssl ksesualan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Bupat
atau Pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi Kesesuaian dengan rancana makro pembangunan perkebunan propinsi dan
Gubernur juntuk [UP-F yang diterhitkan oleh Bupatiy,

\zin Lokasi dari Bupati yang dikengkapi dengan pata calon lokasi dengan skals 1 @ 100,000
atauy 1 50.000;

Rekomandasi lokasi dari Pemerintah Deerah untuk lolkasi pangolahan;

Jaminan Pasokan Bahan Baku yang diketahui oleh Bupatl;

Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak ingkungan hidup (AMDAL), atsu Upaya
Fengelolgan Lingkungan Hidup {UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pemyataan kesediaan untuk mealakukan kemitraan;

Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;

Untuk Industri Pengolahan Kelapa Sawlt, sedain persyaratan huruf a sampai huruf n, hans
arda pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dan Dinas Kehutunan {spabila areal
budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya fBnaman

peckabunan.

{8 Permahonan STD ~ B ssbagaimana dimaksud dalam Pasel 33 huruf d, wajib melampirkan
pemsyaratan sobagal barikut .

mop T oo

f.

Surat Keterangan dard Kepala Desaf Lurah setermpat;

Surat Keterangan domisili;

Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan; .
Jenis komoditl yamg diusahakan,

Rencana kerja tahunan;

1zin lokasi.

(7) Parmohonan STD — P sebagaimana dimaksud dalam Paeal 23 hunf e, wajib melampirken
pargyaratan sabagal berkut .

"8 Aan o

Surat Keterangan dari Kepale Desaf Lurah setempat;
Sural Keterangan domisili;

Bural Pemyatean Pengelolaan Lingkungan;

Jenis komoditi yang divssahakan,

Rencana kerja ahunan;

lzin lokasi;



g. lzin HOF gangguan dar pejabat yang berwenang;

h. Rekermendasi haeil analisie mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya
Pengelalaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup {UPL)
sesual peraturan penindang-undangan yang berlaku.

{3y Permohonan IPL sebagalmana dimaksud dalam Pasal 33 hurdf f, wajib melampirkan
persyaratan sebagai berikut

a. Rencanma Kerja Tahunan,

b, Laporan Kegiatan Perusahasan;

¢. Jumlah bibit siap tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka;

d. Rekomendasif Advis tekniz dan Kepala Dinas terkait;

e, Pearsatujuan Prinsip dari Gubemur;

f.  l|zin Pemanfaatan Kayu {IPK} apabila ada potensi;
g. |zin Lokeasi;

h. lzin Lsaha Perkshunan,

(%) Parmohonan IPAB sebagalimana dimaksud dalam Pasat 33 huruf g, wapb melampirkan
parsyaratan zebagai berikut

a, Jonis! tipe dan klasifikasi lginnya serta jumiah alat yang akan digunaken;

. Kelangkapan administrasi akat berat vang dkeluarian cleh Instansi yang berwenang;

¢ Bukti pambayaran pajak kendaraan yard dikelsarkan oleh instanst yang berwenang,

d. Surat pemyataan peggunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan,

Pasal 40

{1} Bupati wajib menerbitkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sslambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pemahon
secars langkap dan benar.

{2) Apabfla permohonan izin gebagaimana dimakswd pada ayat (1) diclak atau belum dapat
diterima, rmaks Bupati melalui Dinas bidang Perkebunan harus memberkan aiazan-alasan
vang jelas s penolakan atau belum dapat diteiimanys permnobatan dimaksudl. gelambat-
tambatnya dalam jangka wakiy 1 (satu) bulan scjak ditefimanya permohanan.

Baglan Katlga
Jargka Waktu Borlakunya lzin

Pasal 41

P, IUP-B. atau IUP-P dan STD-B atau STD-P berlaku selama perusahasn masih malakukan
usaha perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketertuan pevaturan parundang-
uncgangan yang berlaku, sedangkan untuk {PL dan IPAB berlaku selama keglatan dimaksud

berlatgsung.



Pasal 42

Ketanhuan tata cara dan persyaratan izin usaha perkebunan leblh lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAE X!
RETRIBLSI

Bagian Partama
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pazal 43

{1} Dengan nama Ratribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut pambayaran atas penyelenggarasn

usaha parkabunan.

{2} Objek retrlbusi adalah jazxa pelayanan yang diberikan olet Pemerintah Daarah dalam rangka
pemberian lzin dan pembinaan seria pengawaszan usaha perkebunan guna malindungi
kepentingan umum dan ranjaga kalastanan lingkungan.

{3} Pengecualian dari objek retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin
pembukaan lahan (Land Clearlng) dan kzin pamakaian alai berat.

{4) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar dan/atau badan yang memperaleh
Izin Ussha Perkebunan.

Faragraf 2
Golongan Reirousi
Fasal 44

Golongan Retribusi kzin Usaha Perkebunan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Penizinan
Tertantu.

Paragraf 3
Cara Mangukur Tinggkat Penggunasn Jasa
Pazal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur bardasarkan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetmpan Struktuer dan Tarf Retribusl
Pazal 46

{11 Pringip dan sasaran dalam penetapan tanf refribusi didazarkan pada tujuan untuk menutup
sebagizn biaya penyelenggaraan pemberdan izin.



(2) Biaya sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi biaya :

3. fasilitasi pemberdayaan usaba perkebunan benupa sumber permodalan, kemudahan
akses pasar, stabilitas dinamis pangsa pasar, sistem tata niaga, kemitraan usahba
parkebunan dan aksebtabilitas IFTek seda informasl;

. pembinaan dalam hal perancangan tata ruang kebun, bibit unggyl bermutu, pengendalian
hama terpadu dan pencegahan pencemaren lingkungan hidup atau katidakseimbangan
akosistem;

c. pembinaan hubungan sosial kemasyarakatan antara Pelaku usaha perkebunan dengan
masyarakat sekitar areal usaha perkebuman; -

d. penerbiten izin usaha parkebunan.

Bagian Kadua
Struktur dan Besanya Tarf
Pasal 47

{1} Pengenaan besamya retribusi izin Usaha Perkebunan berdasarkan skala luas areal dengan
tingkat sebagai berkut :

No. Luas Lahan Retribusi (Rp) [P‘HL?I?;:I:?'-I}I[IH]}]
q > 25 — 100 Ha 1.000.000,- 200.000.-
z > 100—250 Ha |  3.000.000- 600.000-
T e = 250 — 500 Ha 7 500000 - 1.500.600,-
4 > 500 — 1.000 Ha 15.000.000,- 7500000, -
5 > 1.000 — 2500 Ha T 25.000.000,- 10.000.000.-
A = 25005000 Ha "35.000.000 - 20000000,
7 = 5.000 — 10.0000 Ha 50.000.000, - 285,000,000, -
8 > 10.000 Ha 75.000.000,- 35.000.000,-

b. Tanda daftar usaha parkabunan {STD = B) skala kecil:

T Legalisasi
Mo. Luas Lahan Retribusi (Rp] (Por Tahun) (Rp)
1 £25Ha {25.000,- 25000




{2) Pengenaan besamya rafribusl 1zin Usaha industri Pengolaban Hasil Perkebunan  {IUP-F)
berdasarkan kapasitas unit pengolahan, diatur sebagai berikut :

Komaodit

Besamya Retribusi |

Legalisasi

No am Kapasitas Mimimal (Rp) | (Pertahun) {Rp)
a | Kelapa 5.000 butir kelapa! hari 5.000.000 - o 1.000.000, -
b |Kelapa > 5 — 30 ton TBS/am T 45000000~ | 35.000.000.-
Sawit > 30 — 80 ton TRS/am §5.000.000- | 45.000.000.-
> 60 ton TBSfam £5.000.000.- 55,000,000.-
¢ [Karet | =800 titer fateks cairfam 12000000~ © 2.500.000-
> 16 ton slabmari 2(1.000.000,- 4.000.000,-
d | Kakao =1 ton biji basah/ 1 kali olah B.000.500,- 1.500.000,-
a | Kapi »1,5 ton gelondong basahfhan 12.000.000,- 7 600.000.-
" f | Jambu mete | >1=/d 2 1on gelondang metal hari 12 000.000 - 2 500.000,-
{ g | Tembakau | =35 s/ 70 ton daun tembakau 12.000.000 - 2.500.000,-
! basah
" h | Jarak pagar | >1 ton biji jarak kering / jam 12.D00.000.- 2.500.000,-
i [Cengkeh |4 ton bunga cengkeh segar / 12.000.000,- 3 500.000.-
; hari |
[ Tebu =1.(00 ton cane { hari 12000000~ @ 2500600

o)

{3} Pengenaan besamya retibusi Industi Perkebunan {STD-P) berdssarkan kapas#az unit
pengoiahan, diatur sebagai bkt

I ' " Besamya Retribusi Legalicasi
Mo 1 Komedid "_-I'Ea.pnsil:au Illlni.rril {Rp} (Pertabun} [Rp]
| a | Kelapa | =5.000 butir kelapal harl 2.500.000 - 500.000.-
T% T Kelapa | =5 ton TBSfam 7.500.000,- 1,500.000,-
E Ea“rﬁ sa . masea .
¢ ot Karet < 600 liter lateks cairfam £.000.000.- 1.250.000 -
: 3 < 16 ton slabmari 10.000.000 - 2,000.000 -
e ‘]' Kakao | % 4 ton biji basaht 1 kali olah 3.000.000 - ~ 500.000,-
TE T Kopi "< 1,5 ton galondong basahhari B.000,000 1.250-!]0!3.—'
f {dambu | s1sid 21on gelondong metar hari 6.000.000 - 1.250.000,- |
mEtE- : _— - - - e —
g | Tembakau = 35 sid 70 ton daun tembakau B.000.000- |  1.250.000.-
:.hamh . m— % - - -
h |Jarak pagar | =1 ton blji jarak kering / jam 6.000.000 - 1.250.000.-
i | Gengkeh | = 4 ton bunga cengkeh segar / 6.000.000 .- 1.250.000,-
hari
| |Tebu = 1.000 ton_cane / hari 6.000.000- | 1.250.000-

2B



Pasal 43

Soflap 1 {satu) fahun sekali pekeabun dan perusahaan perkebunan waijib melakukan daftar ulang
dan membayar retibusl dengan katentuan sebagai berikut :
a. Pungutan retibusi dafiar ulang usaha budidaya perkebunan unbuk pekebun dan perusahaan
perkebunan adalah sebagai berikut ;
1. tanaman yang belurm berproduksl Rp. 0 -
2. tanaman yang sudah berprodubsi sebesar 20% dari tarlf izin ban.
b. Pungutan retribusi daftar ulang unbk Indushi perksbunan bagl pekebun dan perusahaan
perkabunan adalah sabesar 10% dan tarif izin bam.

FPasal 4%

{1) Perubahan izin usaha perkebunan bagi pekebun atau perusahaan perkebunan yang akan
meatakukan perubahan komoditi usaha perkebunan, dikenakan retribusi sebesar retribusi
panguusan izn baru.

{2) Perubahan (zin usaha parkebunan terhadap pengembangan luas areal usaha parkabunan,
dikenakan retribusi s2jumiah penambahan areal sesuzi dengan pengenaan retribus izin barny.

{3 Perubahan izin usaha perkebunan terhadap perusahaan yang akan melakukan perubahan
kapasitag unil pengalaban hasll parkabunan, dikenakan retribusi sebesar kenaiken kapasitas
unit pengolahan yang digjukan sesual dengan besamya retribusi izin baru.

{4) Besarnyz retribusi umtuk perubahan zin usahs perkebunan bagi pekebun atau perusahaan
perkebunan yang akan melakukan diversifikas! uwsaha parkebunan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Baglan Ketiga
Maza Retribusl Dan Saat Retribus| Terutang
Pasal 50 .

{1) fasa retribusi adaiah satu ahun takwin;
{2) Retribuel tarutang pada saat izin diberikan.

Baglan Keampat
Wilayah Famungutlan
Pasal 51

Ratribusi dipungut diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan
Pazal 52

(1) Pungutan ridak dapat diboronghkan,
{2} Retibusi dipungut dengan menggunakan media seioran ated dokumen {ain yang

dipersamakan.

Bagian Keanam
Surat Pendaftasan
Pasal 53

{1} Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPADRD.

{2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus dikl dengan jelas, benar dan lengkap
sarta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

{3) Bantuk, i=i =erta tata cara penglsian dan penyampaian SPAORD ditetapkan dengan
Kaputusan Bupati.

Pasal 54

{1) Berdasarkan SPdORD sebagaimans dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) retribusi terutang
ditetapkan demgan menerbitkan SKRD atau dokumen [@innya yang dipersamakarn.

{2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara
|abatan.

(3) Apablla berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan date yang baru atau data yang
senula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang tenstang,
maka dikeluarkan SKRDET.

(4) Bentuk, ki dan tata cara panerbitan SKRD atau dokumen lain vang diparsamakan
sebagaimana dimakewd pada ayat (1) dan SKRDKB atau SKRDKET sebageimana dimaksud
pada ayet (3), ditetapkan dengan Kepulusan Bupati. '

Bagian Ketujuh
Fenatapan Retribuei
Pazal 55

(1} Panetapan Retribusi bardasarkan EF"TRD dengan menerbitkan SKRD.

2} Dalam hal SPTRD tidak dipsnuhi Wajib Relribusi scbagaknans mestinya, maka diterbitkan
SKRD secara jabatan.

(3} Benluk dan =i SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Eupati.
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Eagian Kedelapan
Fambayamn Retriluai
Pazal 56

{1} Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

2} Retrbusi yang tendtang dilunast selambat-lambatnya 15 (lima belas) har sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamalan. '

{3} SKRD, SKRDKB, SKRDKEBT, STRD, surat keputusan pembetulan  surat kepublsan
kabsratan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu peling lama 1 [ satu ) bulan sejak tanggsl
diterbitkannya tersabut diatas.

{4} Tata cara pembayaran, ¢an tempat pembayaran penundaan psmbayaran retribusi diztur
dengan Keputusan Bupatl.

Bagian Kesambllan
Danda
Pasal 57

Dalam hal wajib retribusi tartenio tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administras] benpa denda sebesar 2 % { dua persen ) setlap bulan  dan
retrbusi vang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Reiribusi Dacrah { STRD ).

Bagian Keaapuluh
Tata Cara Penagihan
FPasal 58

(1] Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelakzanaan penagihan dikeluarkan
sagara setelah 7 (iujuh) har seiak jetuh tempo, :

{2} Surat Teguran sebagaimana dmeksud pads ayat (1) dikeluarkan okeh Pejabat yang ditunjuk.

{3} Refribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKET, STRD, Surat Kepuiusan
Pambeatulian, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yanyg tidak atau kurang bayar
oben Wajib Redribusd pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

{4} Penagihen retribusi dengan Surat E_aksa dilekzanakean berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

{S) Biaya pelaksanaan pensgakan hukumn sebagai akibat pelaksansan maksud ayat (4) dapat
dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.
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Baglan Kesabalas
Kebaratan
Pasal 59

1) Wajib refribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapsn retrbusi kepada Bupab  atau
Fejabat yang dibunjuk.

(2) Keberatan diajukan sacara terfulis dengan atasan dan dapat membukdikan ketidakbanaran
ketetapan retrbusi tersebut

(3} Keberatan diajukan paling lama 14 {smpai belas) har sejak tanggal SKRD atew dokumean
iZinnya yang dipersamakan, .

(41 Keberatan yang tidak memenuhl persyaratan sabagaimana dimaksud pada ayat (2} dan (3),
tidak dapat dipertimbangkan.

(51 Pengajuan keberatan Sdak menunda kewajiben membayer refribusi dan penagihan relnbusi,

Pasal 60

(1] Bupati dalam jangka waklu paling lama 8 {enam)} bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima, harus memberikan keputusan atas kebaratan vang diajukan.

(4] Kepuiuzan Bupati atas keberatan dapat menerma seluruhnya atau sabahagian, menolak
atau manambah bezamya retribusi terutang.

(3] Apablla jangka waktu sebagaimana mahksud pada ayat (1) teleh kewat dan Bupati tidak
mesmberikan suatu kepubesan, keberatan yang diajukan dianggag dikabulkan.

Bagian Kaduabalas
Pengembalian Keleblhan Pembayaran Retribusi
Fasal 81

4] Waijib Ratribusi dapat mengsjukan pemohenan pengembalian kalebihan pambayaran.

(2) Bupati dalam masa waktu 5§ {enam) bulan sejak diterimanya permobonan kelebihan
pesmbayaran wajib membarikan keputusan. '

{3} Apablla |angka wakh: esshapaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewall dan tdak
memberikan kepubisan, parmohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran  retribust
dianggap dikebulkan dan SKRDLB harus diterhitkan dalam jangka waktu palng lama 1
{satu) bulan.

{4} Apabda wajib retribusi mempunyei dtang refribusi lainnya, kelebitan pembayaran retnbusi
gebagaimana dimaksud pada ayat i['1}|1 langsung diparhitungkan untuk melunasi tedebih
dahulu.

{5} Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pade ayat (1} dilakukan paling
kama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE.

8} Apabila pengambalan kelabihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati

memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persan) sebulan atss keterlambatan pembayaran.
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Pasal 62

Permohoran pengembalian kelebiban pembayvaran retribusi diajukan secara i2rulis kepada
Bupati sekurang-kurangmva memnyebulkan:
a. nama dan alamat wajib retribusi;
k. masa ratribusi;
¢. hesarmya kelabihan;
d. alasan singkat dan slas.
Fasal 63

{1) Pengembalan kelebihan ehibusi dilakukan dengan menarbitkan surat periniah membayar
kalabihan redribusi.

{2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitunghken dengan utang retribusi lainnya, pembayaran
dilakukan dangan cara pemindahbukuan.

Baglan Ketigabetas
Cara Penghapusan Pivtang Retribusi
Pasal &4

{1} Piutang Ratribusi yang tidak ditagih lagi karena hak uriuk melakukan penagihan sudah
daluarsa dapat dihapus.

(2} Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah daluarsa
scbagammana dimakaud pada ayat (1.

Bagian Keampathalas
Petugas Pemungut
FPagal 65

(1] SKPD pemungut bartanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Petugas Pemungut diangkat dan dibarhantikan oleh Bupati atau Pejabat yang -I:Iih.lnj:L.LI-L.

(3} SKPD pemungut menyelenggarakan adminisbrasi paembukuan atas kagiatan yang dilakukan.

(4] SKFD pemungut atau Jurd FPungut yang menyalahgunakan uang pungutan dasrah yang
mengakibatkan kerugian dasrah shen dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan
perundamng-undangan yang berlakee.

* Paaal &6

1} Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusue Penarima =sasuai dengan
ketantuan parundang-undangan yang bedaku.

{2} Bendaharawan Khusus Penerma selambat-lsmbatnys dalam 1 {satu) har kera harus
menyetotkan semua hasil penarimaan ke Kas Daerah.
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{3} Bupati stau Pejabet yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjui pelaksanaan maksud peda ayat
{2} unbuk daerah pemunguian tertertu.

{4} Panyimpangan ketentuan pada ayet (2) dapat diberd sanksi sesusi dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku.

{5) Bandaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan vang.:
a. diluar bakas waktu yvang ditetapkan;
b. atas nama pribadi / satuan kedja pada suatu bank,

(B} Selambat-lambatnya 14 (empat balas) hari setiap bulannya dengan persatujuan atazan
langzsung telah menyvampaikan laporan penerimaan kepada Bupat .

Eaglan Kelimaholys
Daluarsa
Pasal 87

{1y Penagihan retrlbus! dalvarsa satelan melampaui jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhibing sajak
saat terutengnva retribuel, kecuali apabila wajik retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

{2y Daluarsa penagihan retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabiea:

a. diterbitkan surat teguran dan suked pakea; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retdbus] baik langsung maupun tidak {angsung.

BAB 3H
BARKS] ADMIMNISTRASI
Fazal §8

(1) Perusahaan perkebunan dan pakebun yang talah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-F, STD-B
atau STO-P danfatau telah mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis
tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi, tetapi tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai pemegang izin, diberikan perlngatan paling banyak 3 (tiga) kali
masing-masing dalam tenggang walkdu 4 (empat) bulan,

(2) Apahita dalam 3 {iga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak diindahkan,
meka :

a. lUP, {UP-B atau IUP-P parusahaan bersangkutan dicabut dan divsulkan kepada instansi
yang bervenang untuk meancabul hak atas anahnya ;
b. diusulkan pencabutan STD-B atau STD-P yang barsanghkutan.



Pasal &%

Parusshaan perkebunan atau pekebun yang bslah mendapatkan IUR, IWP-8, IUP-P, STD-E atau
STD-P sebagammana dimaksud dalam pasal 33 danfateu telah mendapat persetujuan
penambahan luas lahan, perubahan Jenis tznaman, penambahan kapasi@as pengolanan atau
diversifikasi usaha perkebunannya tetaph tidak melaksanakan kewsjibannya sebagal pemegang
izin, maka iAn usaha perkebunannya dicebut dan bagi peruzahazn perkebunan diusuiEn
kepada Instansl yang barsenang untuk mencabut Hak Gune Usahanya.

Pasal TD

{1} Perusahaan parkebunan dan pekebun yang telah mendapatkan IUP, [UP-B, IUP-F,. 5TD-B
atau STD-P sebagaimana dimaksud dalam paseal 33 dan mendapat persefujuan diversifikasi
usahs tetapl tidak meanjamin kelangsungan usaha pokak, menjaga kalestarian bngkungan,
plasma nutfah, dan mencegah befjangkitnga Crganisme Pengganggu Tumbuhan [OFTY
diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masmg dalam tenggang wakdu 4
{empat) bularn.

(2} Apabila dalam 3 {tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak diindabkan,
maka IUP, IUP-B, UP-F, STD-B atey STD-P yang bersangkutan dicabut dan bagi
parusahaan perkebunan diusulkan kepada instane! yang berwenang untuk mencabut Hak
Guna Uzahanya.

Pasal T1

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaba kapada instansi yang berwenang sebagairmana
dimaksud dalam pasal 68, pasal 50 dilakukeas cleh Mantani Feranian atas usul Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pagal 72

(1) Setiap ocrang yang dengan sengaja dan/ alau karena kelalsiannya melanggar ketentuan
dalam Pasal 8, 14, 15, 16, 17, 18 16, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 36 dan &7
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000 - {ima puluh juta upiah).

(2} Denda sebagaimana dimaksud pada ayst (1) disetor ’rua ¥as Deerah.

3} Selamin pidanz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi administrasl
dan pidana sesual dengen ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{4} Tindak pidana sebagamang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidans pelanggaran.



BAB X1V
PENYIDIKAN

Paaal T3

(1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemenntah Daerah diberl wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk medakukan penyidikan Bndak pidana dibidang refricusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang Hukum Acara
Fidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

(2)

(#

manerma, mencar, mengumpuikan den meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dangan findak pidana dibidang Retibusl Daerah agar keterangan atau iaporan tersebut
mmenjadi lakih langkap dan jelas;

meanaltl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tertang kabenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daesrah;

memintz keterangan dan bahan buldi dar orang pribadi atauw badan sshubungan dengan
timtak pidana Retibusl Dasrah;

memerksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dockumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Dasrah;,

medakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan dan
dokuman-dokumen lain sere melakukan penyitaan terhadap bahan bulkds tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli datam rangks pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang rafribusi daerah;

menyunih berhanti danfatau melarang sescorang meninggalkan niangan atau tempat
pada saat pamerksaan sadang berlangsumg dan memeriksa identitas orang dan‘atau
dokumen yang dibawa sabagaimana dimaksud pada huruf

memobiet sessorang yang barkaitzn dengan indak pidana retribusi dasrah; '
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka
atau saksi;

. manghentikan penyidikan;

malakukan tindakan tein yang pedu umuk kelancaran penyidikan findak pidana dibidang
ralvibusi daerah menurut hukum yang beraku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan dimutainya penyidikan dan
menyampaikan hasil panyidikannya kepada Penuntul Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Rebublk Indonssia, sesuai dengan ketertuan yang dietur dalam Undang-undang
Hukum Acara Fidana yarn) beriak.



BAB Xv¥
PEMBINAAM DAN PENGAWABAN
Fazzal T4

{1y Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilaksanakan cleh Pemennish Kabupaten
melalui Dinas yang membidangi petkebunsn,

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
evaluasi sacara barkala berdasarkan laporan perkembangan usaha parkebunan.

Pasal 75

(1) Peruzahaan perkebunan yang telah mendapatkan |UP, IUP-B atau IUP-P, dilakukan peniklan
dan pembinaan pelaksanaen permbangunan kebun danfatau industi pengolaban hasll
parkebunan oleh dinas yang membidangi perkebunan paling kurang 1 (satu) tahen sekaii.

(2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
rencana karja pembangonan kebun danfatau industd pengolshan hasil parkebunan yang
diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.

3} Uniuk kebun darvatau industii pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun, akan
dilekukan penlaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

f4} Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industr pengolanan
hasi perkebunan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayel (3), dilakukan sasuai
dengan pedoman peniaian dan pembinaan parusahaan parkebunan.

BAB XVi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal T8

Perusahaan Perkebunan yang telzh memilki lzin Usaha Perkebunan, maka izin usaha
perkebunan dinyaiakan tetap berleku dengan ketentean selambat-lambainya dalam [angka wakiu
3 (tiga) bulan melakukan penyasuaian dangan ketaentuan Feraturan Caerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Hakhal yang behrn digtur dalam Peraturan Dasrah ini sepanjang mengenai  teknis
pelaksanaannya diatur kebih lanjut dengan Paraturan Bupati.



BAB Xvill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal TE

Peraturan Daarah ini mulai beraku pada tanggal diundanglkan.

Agar setisp orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Deerah ind
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuatsn Sihgingl.

Disahkan di Teduk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009

BUPATI KUANTAN SINGINGL,

H. SUKARMIS

Diundangkan di Telukkuantan
pada tanggal 28 Januari 2009

SEKRETARI
KABUPATEN AN SINGINGI,

rs.H. ZULKIFLI, M.3I
MEARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 93



PEMJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR & TAHUN 2008
TENTANG
USAHA PERKEBUMNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPAT! KUANTAN BINGINGI,

PEMNJELASAN UMUM.

Kabupaten Kuantzn Singingi sebagai deerah yang bercorak agraris, bumi, air dan
kekayaan alam yang tedkandung didalamnya, sebagai Karunla dan amanat Tuhan Yang
Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan parkebunan dalam
rangka mewujudkan kemakmuran dan  kesejabteraan mesyarakat. Oleh karena itu
perkebunan hamus disslenggarakan atas azas manfazt, keadilan, kerakyatan, katarbukaan,
keterpaduan. dan  kebersamaan sera kelestarian dan  berkelanjutan. Perkebunan
mempunyai peranan yang penting dan sirategis dalam pembangunan daerah  terutama
dalanm meningkatkan kemakmurah dan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan
kerja, parclehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan kansumsi, bahan baku
industri dan penerimaan pendapatan ash dasrah,

Pengembangan perkebunan  dilakssnakan dalam kerangka pengelolaan usaha
perhebunan yang mencakup perencanaan pembangunan parkabunan, penyediaan tanah
perkebunan, pongelodaan usaha parkebunan dalam wojud ussha budi daya fEnaman
perkebunan, usaha Industh perkebunan dan usaha lainnya. Usaha perkebunan dilakukan
baik okeh parorangan maupun Badan Hukum yang diupayakan dalam bentuk pemberdayaan
usaha perkebunan agar mampy barsinergi dengan masyaraket balk masyarakat sekitar
parkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan danvatau pangalolaan
usaha yang saling menguntungkan,

Untuk mendorong  dan memberdayskan usaha perkebunan, Pemennigh Dassah
mamfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahsn
pemasaran, penguiamaan penggunaan produksi dalam neged, pangaturan pemasukan dan
pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksebilitas IImu pengetahuan dan teknologi
aserta informasi, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendallan dalam  bentuk
pemberan zin usaha perkabunan, Alas pemberian pelayanan ini Pelaky usaha parabunan
dapat dibebani dengan Retribusi Usaha Perkabunan.
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Il PASAL DEMI PASAL

FPasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)
Agas kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan harus  dapat

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakst.

Asas headitan adalah  bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha periebunan hamus
memberikan peluang dan kesempatan yang sama socara proporsional kepada semua warga
masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Panyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, antar daerah, antar wilayah, antar
gaktar dan antar Pelaku usaha perkebunan,

Asaz kerakyatan adalah bahwa pengembangan usaha perkebunan berorientas! pada
kepantingan masyarakat sekitar usaha perkebunan.

Asas  keterbukaan adalah bahwa penvelenggarean  perkebunan  dilakukan  dengan
memperhatiken aspiras masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapst
diakses oleh masyarakat.

Asas keterpadusn dan kehersamaan adaksh bahwa penyelenggarasn parkebunan harus
dilakukan dengan memadukan sub sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil
perkebunan yang dalam penyelanggaraannya menerapkan kemitrean secars (erbuka
sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pakaky
usaha parosbunan.

Asas keleskutan dan barkelanjutan adalah bahwa dalam pengembangen usaha parkebunan
mengupayakan hkelestarian fungst lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial
budaya.

Pasal 2 Ayat (2)
Cukup jekas

Pasal 2
Cukup jetas

Paszal 4
Cutwp jelas

Pagal 5 ayat (1)
Yang dimakeud dangan perencanaan perkebunan adalah parancanaan makro baik nasicnal,
provingd maupun kabupaten.

Pasal & Ayat (2}

Cukup jelas
40}



Pasal 5 Ayat (3)
Cukup jelaz

Pazal & ayat (1)
Cukup jelas

Pazal 6 Ayat (2] huruf a
Wilayah mencakup ketersediaan hamparan lehan yang sesuai untuk usaha perkebunan,
parlindungan wilayah geografis bagi komoditas pertanian, spesiplk lokasi, dan kawasan
pengembangan industh pearkebunan.

Paszal 8 Ayat (2) huruf b
Cutup jelas

Pagal & Ayat (2] hurof ¢
Sumber daya manusia perkebunan mencakup Pelaku usaha perkebunan, tenaga kena,
aparst Pemerintah terkait dibidany parkebunan.

Pazal 6 Ayat (2] hunaf d
Kelambagaan mencatup antara ksin kelembagaan Pelaku usaha perkebunan dan
kelambagaan layanan Pemenntah Kabupaten.

Pasal 6 Ayat (2] huruf &
Keterkatan dan katspaduan hulu-hilir maksudnya  seduruh keglatan  parancanaan
disslenggarakan gengan memperhatikan pendekatan sistemn dan usahba agrbksnie uniuk
mesmbangun sinargl |

FPasal & Ayat (2} buruf §
Sarana perkebunan meliputi antara lain bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin, Sedanghan
prasarana maliputi antara lain jakan, |embatan, dan saluran ingasi.

Fasal B Ayat (2} huraf g
Fembigysan mencakup sumbor dan kemponen pambiayaan yang diperfukan dalam

-

penyelenggaraan usaha perkebunan.

FPasal T ayat (1) :
Koordinatif maksudnya adalab suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka
penyamean persepsd, indakan dan lengkah kera dalam suatu hal,
Holistik maksudnya adaleh betwa dalam pengumpulan, analisis serta interpratazi data dan
informasi untuk menyusun perencanan perkebunen dilekukan dalam  suafu sisten yang
saling berhubungan baik secars keseluruhan maupun delam suste kumpulkan bagian.,

Pasal 7 ayat (2]
Cukup j2las,

Pasal B
Cukup jslas
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Pasal &
Cukup Jetas

Pasal 10 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (2)
Magyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. jika memenuit unser :
a, masyarakat masih dalam barmuk paguyuban;
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
¢. ade wilayah hukum adat yang |elas;
d, ada pranata dan perangkat hukum,  khustemya peradilan  adat  yang — masih
ditashi; dan
e. ada pengukuban dengan Peraturan Dasrah,
Musyawarah dengan masyarghat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga
pemegang hak atas tanah tidak selamanya dilkuli dengan pembenan hak atas tanah.

Pasal 11
Cukup jelas

FPasal 12 ayat (1) huf, asd ©
Cukug |elas

Fasal 12 ayat (1) hunf o
Divarsifikasi maksudnya adalah

Pasal 12 ayat {2) sid (4}
Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) sid (3}
Cubup jelas.

Pasal 13 ayat (4)
Diversifilkasi maksudnya adaleh penganskaragamen useha vyang diakukan atas
panganakaragaman janis hasil dan satu jenis komoditi.

Pasal 14
Cukup jslas.

Pﬁ:;r;imn perundang-undangan maksudnya adalah semua paraturan yang beraku baik
dasrah maupun nasional terutama yang menyangkut dangan bidang kehutanan dan
lingkungan hidup.

Pasai 18 huruf a
Cukup jelas

Pagal 18 huruf b
Endemic maksudnya adalah organisme pengganggu tumbuhan bertentu yang secara
tetap dan erbatas menjadi sumber hama bagi tanaman.

Eksplosif maksudnys adalah orgarisme pangganggu tumbuhan yang berasal dari luar
secara uas |
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Fazal 16 hud ¢ dan a
Cukup jelas,

Pasal 17
Konservasi kahan maksudnya adalah pemelharaan dan pedindungan lahen secara teratur

untuk mencegah kerusakan dan kemusnaban.

Pasal 18
Cukup jelas

Pas‘ﬁ?almsg dimaksud dengan Sndakan yang maengakibatkan pada kerusakan ketun adalah
suatu perbuatan yang menimbulakan kerusakan pada tanaman, anmtara lain penebangan
pohan, panen paksa, stau pembakaran sehingga kebun fidak dapat berfungsi
gabagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaarn tanah perkebunran tanpa izin adalah tindakan okupasi
tanah tanpa saizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha
perkebunan adalah, antara lain tindakan yang mengganggu pekena sehingga tidak dapat
metakukan panen atau pameliharaan kebun sebagammana mestinya.

Fasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jalas.

Fazal 23
Cukup jekas.

Pasal 24
Cukup jetag,

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pazal Z7
Cukup jelas



Pasal 28 ayat {1}
Pamberdayaan usaha perksbunan diaksanakan melalui fasilitaei kepada Pelaku usaha
pethebynan divtamakan kepada pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan
menngkathan kessjahlaraannys.
Yang dimzksud dengan lembaga terkait, antare kain lembags kevangan baik Bank
maupun non Bank, asosiasi komoditas, asosiagl  pemeasaran, asosiasi  paneliian
perkebunan, penyadia jasa sarana, dan prasarand produksi perkebunan.

FPasal 2B Ayat {2)
Cukup [elas,

Fasal 28 ayal (1)
Cukup jelas,

Pasal 29 Ayat {2}
Yarng dimaksud dangan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya Semua
pemargki kepantingan yang mengusahakan komoditas strategis  perkebunan yang
sejents  uruk meningkatkan kega sama, keordinasi, dan memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komodizs
perkebunan.
Yang dimaksud dengan komoditas strategls perkabonan adalah komaoditas perekbunan
yang mempnmyai peranan penting dalam pembangunan sosial, skonomi, dan
lingkungan, antara [ain kelapa sawit, karel, kakau, kopi, tebu, dan jenis komoditi hasil

tanaman parkebunan lainnya.

Pazal 30
Cukup jslas

Pasal 31 ayat (1}
Katantuan kemitraan dimaksodkan untuk kebib meningkatkan kesejahteraan kanyawan,
pakebun dan magyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambuhgan, dan
keituhan usaha perkebunan.

Fagal 31ayat (2)
Cukup elas

Pasal 31 ayat (2}

Faszal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Fasal 34
Cukup jelas



Pasal 35
Cuhup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pazal af
Cukup elas

Paszal 38
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas .

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jalas.

Fasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jekas

Pasal 44
Cukup iclas

Pasal 45
Cukup jelas

Pazal 46
Cukup |elas

Pasal 47
Cukiup jedas

Pasal 48 Avat (1)
Produksi diukur berdasarkan standart umur produksi tanaman, dan dibuktikan dengan
survey lapangan,

Pasal 4%
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jslas

Faszal 51
Cukup |alas

Pagal 52
Cukup jelas.

Fasal 53
Cukup jelas
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Fazal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pazal 58
Cukup jatas

Pasal 57
Cukup jatas

Hazal 53
Cukup jslas

Pasal 59
Cukup jslas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Fazal 62
Cukup jelas

Fazal 63
Cukup jelas

Faszal &4
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Fazal &8
Cukup jakas

Pazal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jeias.

Pasal 71
Cukup jslas

Pazal 72
Culup jelas



Fazal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pagal 76
Cukup jsdas v

Fazal 77
Cubwp jelas

Pazal 78
Cukup jelas
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